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Kasus WikilLeaks
andera Kebebasan Pers

Upaya Amerika Serikat menjegal Assange ini sejatinya
adalah indikasi atas puncak kebobrokan politik luar negeri AS.

Jerome E Wirawan

ETELAH mendapat tuduhan pe-
lecehan seksual, Julian Assange,
sang pendiri situs WikiLeaks,
amat mungkin dituntut hukum-
an pidana melakukan kegiatan mata-
mata. Demikian diungkapkan pengacara
Assange, Jennifer Robinson, kemarin.

Departemen Kehakiman Amerika
Serikat dilaporkan tengah mencari cara
untuk menjerat Assange atas aksinya
membocorkan ratusan ribu kawat ra-
hasia diplomatik AS. Salah satu alat
yang digunakan adalah undang-undang
spionase tahun 1917.

Pekan ini, Jaksa Agung AS Eric Holder
mengatakan para jaksa penuntut tidak
hanya mempertimbangkan tuduhan
spionase terhadap Assange. Upaya AS
menjegal Assange ini sejatinya adalah
indikasi atas puncak kebobrokan poli-
tik luar negeri AS. Tuduhan spionase
terhadap Assange sangat bertentangan
dengan konstitusi Amerika dan memba-
hayakan semua organisasi media di
AS.

Surat kabar Jerman, Berliner Zeitung,
dalam editorialnya selepas Assange me-
nyerahkan diri ke polisi Inggris Selasa
(7/12), menuduh ‘Negeri Paman Sam’
menerapkan standar ganda.

“Reputasi AS kian rusak ketika me-
reka membungkam WikiLeaks dan pe-
mimpin redaksinya, Julian Assange,
dengan segala cara. Dengan demikian,
AS mengkhianati salah satu pilar me-
reka, yaitu kebebasan memperoleh
informasi...,” tulis editorial itu.

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini
melalui
mediaindonesia.com
atau e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com

Dukungan

Namun, sokongan terus mengalir ter-
hadap Assange yang kini mendekam di
Penjara Wandsworth di London selatan.
Menlu Australia Kevin Rudd menyata-
kan seharusnya Assange tidak dijadikan
kambing hitam atas bocornya 250 ribu
dokumen dari jaringan komunikasi
diplomatik AS.

“Pemerintah Amerikalah yang ber-
tanggung jawab,” kata Rudd.

Secara terpisah, para peretas di du-
nia maya melancarkan serangan ke
sejumlah situs institusi keuangan yang
memutuskan untuk menunda proses
sumbangan ke laman WikiLeaks. Situs-
situs itu antara lain milik perusahaan
kartu kredit Visa, MasterCard, Paypal,
bank asal Swiss PostFinance, dan jaksa
penuntut asal Swedia yang memimpin
dakwaan terhadap Assange.

Sekitar 1.000 peretas yang bekerja di
bawah payung ‘Operation Payback’
membuat server situs-situs tersebut
macet lantaran kewalahan ketika di-
masuki sekian banyak peretas secara
bersamaan.

Di mata pakar pertahanan dan ke-
amanan Universitas Indonesia Andi
Widjajanto, kebebasan pers adalah hal
yang begitu diagung-agungkan AS.
Oleh karena itu, sungguh ironis meli-
hat AS akan menjerat Assange dengan
berbagai cara.

Menurut Andi, tujuan luhur dari

“Shmme on LISAIT

AP/ KIN CHEUNG

SIMBOL PEMBUNGKAMAN: Dua pendukung Julian Assange, pendiri situs WikiLeaks,
memakai masker bergambar bendera Amerika Serikat sebagai simbol pembungkaman, saat
berunjuk rasa di depan Konjen AS di Hong Kong, Jumat (10/12).

Terdesentralisasi
dan fleksibel

10.000 pendukung

Sumber dana dirahasiakan,
tetapi pendonor dapat menyalur-
kan dananya melalui jasa

Menerima (bukan meminta) dokumen baik
elektronik maupun fisik (baik diantarkan
langsung atau lewat pos) dengan sumber
anonim.

WikiLeaks memberikan instruksi prosedur
pengiriman melalui warnet, jaringan
hotspot, dan bahkan melalui pos.

Jurnalis WikiLeaks menganalisis materi
dokumen, melakukan verifikasi, dan
menyusun berita berisi penjelasan
informasi yang didapat dari dokumen
tersebut.

Memublikasikan berita dan materi asli.
Materi asli ikut diunggah agar publik yakin
dengan otentifikasi berita dan juga untuk
memberi kesempatan jurnalis media
lainnya untuk menganalisis dari sudut
pandang yang berbeda.

Keanoniman sumber terjaga
dari awal jaringan, jauh
sebelum informasi mencapai

dan donor

Para pendukung
dan pendiri berlatar
belakang jurnalis,

pelayanan keuangan internet
seperti Paypal, Moneybookers,
Visa, Mastercard, dan bank
PostFinance. Rata-rata donasi

server web WikiLeaks.
Salah satu yang terduga
menjadi sumber adalah

programmer
perangkat lunak,
ahli jaringan dan
matematikawan,
hingga aktivis
antipemerintah

China. tetap).

pembocoran dokumen oleh WikiLeaks
adalah transparansi. Bagaimanapun,
prinsip utama good governance alias tata
pemerintahan yang baik adalah keter-
bukaan. Dan seluruh kebijakan publik
tidak perlu ditutup-tutupi.

Pengamat intelijen Kusnanto Anggoro
menilai selama pengambilan keputusan
berjalan baik, sesuai keputusan Kongres

sekitar 20 euro per orang.
Untuk dana operasional,
WikiLeaks membutuhkan sekitar

US$200.000 per tahun (belum
termasuk gaji untuk lima staf

Bradley Maning, seorang
tentara intelijen AS yang
tengah bertugas di Baghdad.
Maning mengaku memiliki
seperempat juta pesan kawat
kedutaan AS di berbagai
negara.

Sumber: WikiLeaks\The Guardian\Al Jazeera\ABC News/Grafis: Fredy

dan mewakili suara rakyat, semestinya
AS tidak perlu khawatir ‘kecolongan’
oleh situs WikiLeaks.

Karena itu, kasus tersebut menjadi
tamparan bagi prinsip transparansi dan
kebebasan pers yang digadang-gadang
AS. (*/X-9)

jerome@mediaindonesia.com

Demokrat
Paranoid
terhadap

Sultan

SIKAP Partai Demokrat mendukung pe-
nentuan Gubernur dan Wakil Gubernur
(Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) melalui mekanisme pemilihan
dan bukan penetapan dinilai sebagai
ketakutan yang berlebihan terhadap Sri
Sultan Hamengku Buwono X.

”Sikap itu tidak murni menegakkan
demokrasi, melainkan karena merasa
terancam dengan keberadaan Sultan di
kancah perpolitikan,” kata pakar politik
Ul Iberamsyah di Jakarta kemarin.

Dia menanggapi RUU Keistimewaan
DIY yang menyebutkan Gubernur dan
Wagub DIY dipilih langsung oleh ma-
syarakat. Dengan demikian, kewenang-
an eksekutif Sultan dan Paku Alam
dipereteli dan digantikan oleh gubernur
terpilih. Sultan dan Paku Alam menjadi
gubernur utama dan wagub utama de-
ngan sejumlah hak keistimewaan.

MenurutIberamsyah, Partai Demokrat
menganggap penentuan gubernur yang
demokratis bila melalui pemilihan.

Kecemasan itu
berlebihan karena Sultan
selalu tunduk pada
pemerintahan pusat.”

Iberamsyah
Pakar Politik Ul

“Padahal tidak juga. Penetapan atas
kehendak rakyat juga demokrasi. Jadi
tak ada masalah. Kedua, ada kecemasan
terhadap Sultan karena Sultan berada
di Golkar dan Nasional Demokrat. Jadi
mereka merasa terancam.”

Namun, menurut Iberamsyah, ke-
cemasan itu berlebihan karena Sultan
selama ini selalu tunduk pada peme-
rintahan pusat. Tidak pernah Sultan
berdiri sendiri. “Ini hanya paranoid
Partai Demokrat,” tambahnya.

Di Yogyakarta, Sultan HB X mene-
rima Yopie Kilangin, Ketua Suku Adat
Timika, Papua, kemarin. Yopie atas
nama masyarakat Timika menyatakan
dukungan terhadap Sultan serta pene-
tapan Sultan dan Paku Alam sebagai
Gubernur dan Wagub DIY.

Mantan Wapres Jusuf Kalla setuju
dengan keistimewaan Yogyakarta.
Tetapi prosesnya tergantung Sultan dan
DPR yang akan membahas RUU Keis-
timewaan DIY itu. “Walau pemerintah
punya pandangan, tetapi diselesaikan
dengan DPR, dengan rakyat,” kata
Kalla saat selaku Ketua Umum Palang
Merah Indonesia (PMI) menyerahkan
bantuan kepada korban Gunung Merapi
di Yogyakarta kemarin. (Wta/AT/X-4)

Berita terkait him 2

Pemilu Kada Ulang Tangsel Disambut Positif

KEPUTUSAN Mahkamah Konsti-
tusi (MK) untuk mengulang pemilihan
umum kepala daerah (pemilu kada)
di Kota Tangerang Selatan, Banten,
disambut positif berbagai kalangan.
Keputusan MK yang juga membatalkan
kemenangan pasangan Airin-Benyamin
itu dianggap menghembuskan angin
segar bagi demokrasi.

“Kami mendukung keputusan MK
mencabut penetapan penghitungan sua-
ra KPU Kota Tangsel 17 November lalu,”
kata Sekjen Jaringan Pemilih Tangerang
Selatan (JPTS), Ali Irfan, kemarin.

Ia berjanji terus memantau pemilu
kada ulang sampai tuntas. Ia juga ber-

harap pada pemilu kada
ulang nanti semua pi-
hak khususnya birokrasi
dan tim sukses pasangan
nomor urut 4 Airin-Be-
nyamin tidak lagi meng-
ulang pelanggaran dan
kesalahan yang sama.

L E

MK yang telah menegak-
kan keadilan ini. Karena
yang namanya kecurang-
an harus ditindak.”
Pihaknya akan me-
ngawal pemilu kada
ulang dengan cara me-
nurunkan relawan dan

A

Andre Taulany, calon
wakil wali kota pasangan
Arsid, menyatakan kepu-
tusan untuk mengulang
pemilu kada menandakan bahwa MK
masih memiliki netralitas dan tidak mu-
dah terpengaruh oleh pihak-pihak lain.
“Saya sangat berterima kasih kepada

ANTARA/ MUHAMMAD DEFFA

Andre Taulany
Calon Wakil Wali Kota

saksi-saksi di seluruh
tempat pemungutan su-
ara yang tersebar di Kota
Tangerang Selatan (Tang-
sel). Tujuannya tidak lain untuk me-
mantau pelaksanaan pemilu kada agar
benar-benar berjalan demokratis, sesuai
keinginan masyarakat setempat.

“Dalam waktu dekat ini kami akan
mengevaluasi semua kesalahan, sehing-
ga kinerja tim yang selama ini bolong-
bolong bisa ditambal untuk suksesnya
keinginan yang baik,” papar Andre.

Pada Jumat (10/12), MK memutuskan
pemilu kada Kota Tangsel diulang ka-
rena pelanggaran yang dilakukan pa-
sangan Airin Diany-Benyamin Davnie.

Pelanggaran tersebut antara lain ada-
nya memo yang ditandatangani oleh
Asda I Tangsel, Ahadi, yang menye-
butkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Tangsel harus mendukung ke-
giatan dan pencalonan Airin di pemilu
kada tersebut. (SM/]-3)

Kembalinya
Siluet
Panjang

Dari New York
sampai Jakarta,
siluet panjang dan
bahu lebar mulai
menggantikan baju-
baju mini dan ketat.
Inilah siluet baru
yang bisa populer
tahun depan.
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Spa Sehat untuk si Kecll

Tak sekadar tren, spa khusus bayi dapat
mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Health, Hlm 14

Nasionalisme di Dada Perupa

Nasionalisme menjadi salah satu tema
yang diangkat dalam pameran
Tanah Airku Indonesia.

Art & Culture, HIm 16
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Cara Unik Kontrol Makan

KESULITAN mengontrol sekaligus menakar porsi makan tentunya tidak
hanya akan menimbulkan masalah kegemukan, tetapi kegemukan juga
akan menimbulkan masalah berikutnya. (Media Hidup Sehat)

Oprah Filantropis Sejati

RATU talkshow Oprah Winfrey memang dikenal sebagai selebritas yang
murah hati. Menurut sebuah kelompok filantropi, ia telah mendonasikan
US$40 juta untuk berbagai amal, termasuk pendidikan dan program-
program untuk perempuan dan anak-anak. (Media Perempuan)
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PAUSE

Kualitas Tidur
dan Kecerdasan Bayi

SEBUAH penelitian menunjukkan bayi yang tidur cukup pada
malam hari memiliki penampilan dan kemampuan kognitif
lebih baik jika dibandingkan dengan bayi yang tidur dengan
waktu minim. Penelitian dilakukan terhadap 60 bayi di Kanada
yang berusia 1-3 tahun. Pola tidur dan fungsi kognitif para bayi
itu diuji, termasuk kontrol rangsangan dan fleksibilitas mental
mereka. Hasilnya, anak-anak yang tidur dengan waktu cukup
pada malam hari, minimal 8 jam, menunjukkan perkembangan
otak lebih baik.

“Penemuan ini menunjukkan tidur memainkan peran pen-
ting dalam perkembangan fungsi kognitif anak,” ujar Annie
Bernier, profesor psikologi dari Universitas Montreal yang juga
ketua penelitian tersebut, seperti dikutip Sciencedaily.

Penelitian juga menunjukkan fungsi kognitif dan fleksibilitas
mental berkembang lebih cepat dan lebih baik dengan pola
tidur yang cukup di malam hari. (*/X-9)
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Berani Berbuat
Berani Tanggung

Jawab

Mahfud MD dan Akil Mochtar (kanan)

PENGANTAR

ANTARA

PASCALAPORAN hasil investigasi mafia perkara ke Ketua Mahka-
mah Konstitusi (MK) Mahfud MD, posisi ketua tim investigasi Refly
Harun terus mendapatkan perlawanan.

Hakim konstitusi Akil Mochtar, yang namanya dikait-kaitkan
dengan praktik suap di MK, menjawabnya dengan melaporkan
Bupati Simalungun JR Saragih yang diduga berupaya menyuap
dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas peristiwa ini, sejumlah tanggapan pembaca mengalir ke
Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia,
dan interupsi@mediaindonesia.com. Berikut petikannya.

Maju Terus MK!

BERANI berbuat, berani tanggung jawab. Keren...kalau lihat dari
data dan fakta, saya masih percaya sama MK. Jangan sampai
lembaga yang bersih ini terkena fitnah. Maju terus MK.

Ivy WithLoves

Yang Mana Maling Asli?

WAHAI para oknum, jangan maling teriak maling...! Kalau me-

mang salah, ya ngaku aja.

Panca Fransiskus Simanullang

Tidak Cukup Satu Ronde

KORUPTOR pringas-pringis. Orang jujur menangis. Yaaa... kapan
kebenaran menang mutlak knock out hanya dengan satu ronde??

Abdun Dk

Maju Terus Pak Mahfud

PAK Mahfud teruskan perjuanganmu di dunia ini, meski imbalan
cacian yang kaudapatkan. Tapi yakin, surga imbalan terindah

buatmu, love MD+Gus Dur.

Contoh buat Polri

Candra Love Diandra

HARUSNYA kepolisian bisa mencontoh MK dalam kasus Susno!

Jiplak 100%

Mei Rhino

SETIAP instansi hukum di negeri ini seperti Polri, Kejagung,
kehakiman, dan KPK wajib ‘menjiplak’ seratus persen langkah

MK ini!!!

Poerbo

Kok Baru Lapor Sekarang?

LOGIKA dan ketentuan dua-duanya. Lha, Kang Akil kok baru me-
laporkannya sekarang, setelah ada hasil dari tim investigasi. Kenapa
enggak dulu-dulu? Kesannya mau cuci piring kotor saja....

Perang Argumen

Nana Sudiana

KALAU operator perang tarif, ini perang argumen dan saling

sangkal.

Tarto Zablenk

Sekber Koalisi Tampung
Aspirasi Warga DIY

Masyarakat Yogyakarta sebagai pemilik sah daerah istimewa tersebut akan
didengarkan aspirasinya terkait penetapan atau pemilihan gubernur.

Thalatie Yani

EKRETARAT Bersama
(Sekber) Partai Koalisi
berencana membentuk
tim kecil untuk menam-
pung aspirasi masyarakat Dae-
rah Istimewa Yogyakarta (DIY)
serta pihak keraton. Rencana
pembentukan tim kecil yang
terdiri dari perwakilan enam
partai politik itu baru dibahas
dan akan diajukan kepada
Ketua Sekber Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).

“Ada beberapa hal yang
harus mendapatkan perhatian,
seperti bagaimana kedudukan
pemerintah dan kedudukan
Sultan dengan tidak lepas dari
pendekatan-pendekatan yang
dipercayakan kepada Pak Ical
(Aburizal Bakrie, Ketua Ha-
rian Sekber) untuk dibicarakan

dengan Pak SBY,” ujar Ketua
Fraksi Partai Golkar Setya No-
vanto kepada Media Indonesia di
Jakarta, kemarin.

Novanto menegaskan tim ke-
cil ini nantinya bisa mendekat-
kan diri dengan pihak keraton.
Ia pun berharap tim segera
terbentuk dan berjalan ber-
iringan dengan pembahasan
Rancangan Undang-Undang
(RUU) Keistimewaan DIY. Tim
itu diperkirakan satu hingga
dua bulan sudah selesai me-
nampung semua masukan.

“Dengan jalan napas yang
sama-sama mengerti dan tahu,
kami berharap bisa diselesaikan
dalam waktu satu sampai duabu-
lan. Semuanya dilakukan secara
simultan untuk menjadi dasar
untuk membuat keputusan yang
bisa diterima banyak pihak,”
tegas Novanto lagi.

Namun, Novanto memban-

tah tim tersebut dibentuk de-
ngan maksud untuk membujuk
keraton dengan draf RUU
usulan dari pemerintah.

Dalam draf itu dinyatakan
Sultan dan Paku Alam akan
diangkat menjadi gubernur
utama dan akan ada gubernur
terpilih yang akan melaksana-
kan tugas atau fungsi peme-
rintahan.

Sebaliknya, Ketua Fraksi Par-
tai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
Mustafa Kamal menyayangkan
pembahasan RUU Keistime-
waan DIY baru dibahas seka-
rang oleh Sekber mengingat
masalah itu dinilai krusial.

“Saya sayangkan isu krusial
bagi tatanan kenegaraan kita
tidak dibicarakan sejak dini. Se-
harusnya dibahas lebih awal,”
ujar Mustafa.

PKS berharap ada upaya
menimbang keberadaan sultan

sebagai pimpinan di DIY. Pasal-
nya DIY harus dihargai dari sisi
sejarah dan budayanya. Mustafa
kembali menyayangkan me-
ngenai masalah ini yang dibahas
ketika kondisi DIY tidak terlalu
baik akibat dampak erupsi Gu-
nung Merapi yang hingga kini
belum selesai.

Belum bersikap

Di sisi lain, Sekber hingga
kini belum memiliki sikap
resmi tentang RUU Keistime-
waan DIY. Pasalnya RUU itu
masih di tangan Mendagri
Gamawan Fauzi dan belum
masuk ke DPR.

“Nanti tentunya iya (punya
sikap resmi), pada gilirannya
nanti ada kesepakatan bersama
dalam ayat-ayat penentuan
penetapan mengenai Sultan
sebagai gubernur itu. Belum
tahu kapan, tapi UU itu selesai

sebelum akhir masa jabatan
dari perpanjangan Sultan tahun
2011,” ujar Ketua Fraksi Partai
Demokrat Mohammad Jafar
Hafsah, Sabtu (11/12).
Sekber, kata Jafar, masih
menantikan usulan resmi
Mendagri dan opsi-opsi yang
ditawarkan dari RUU itu. “Be-
lum ada sikap resmi, karena
masih digodok Mendagri yang
masih membuat exercise bentuk
formula atau ayat kalimat yang
pas untuk posisi sultan sekali-
gus gubernur,” ujarnya.
Meski Sekber hingga kini
belum memiliki sikap, sebagai
partai, Jafar menyatakan Sultan
akan diberi posisi gubernur
utama. Sedangkan gubernur
pelaksana nantinya dipilih oleh
masyarakat DIY. (*/R-2)

thalatie@
mediaindonesia.com

TANPA KORUPSI:
Pengunjung
menikmati suguhan
musik Suara Pemuda
Antikorupsi dalam
Speak Fest di GOR
Bulungan, Jakarta,
kemarin. Pertunjukan
yang digagas

pegiat antikorupsi
tersebut digelar

bagi kawula muda
untuk memberikan
pemahaman efek
negatif korupsi.
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Pilgub oleh DPRD Sebuah Kemunduran

PROSES pemilihan gubernur
(pilgub) yang dilakukan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan sebuah
kemunduran dalam proses
demokrasi. Sebab, mengubah
kembali sistem pemilihan
hanya akan mengurangi aspi-
rasi masyarakat serta membuat
sistem negara tidak mapan.
“Saya kira sebagai sebuah
pemikiran, ya boleh saja.
Tapi, itu sebuah kemunduran
demokratisasi. Tentu partisipa-
si masyarakat akan berkurang.
Yang pasti, jika lewat DPRD,
calon gubernur independen
pasti tidak bisa masuk, berarti
partisipasi masyarakat bisa

menurun,” ujar Ketua Komisi
II DPR RI Chairuman Harahap
seusai menjadi pembicara Ra-
kernas Asosiasi DPRD Kabupat-
en Seluruh Indonesia (Adkasi) di
Istana Sahid, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pilgub melalui
DPRD bukan solusi yang tepat
untuk mengurangi biaya pemili-
han, yang menjadi alasan utama
pemerintah mengajukan usulan
konsep pemilu kepala daerah
(kada) tersebut. Solusinya adalah
memperbaiki anggaran pemi-
lihan, bukan mengubah sistem
pilgub yang ada saat ini.
“Justru itu yang perlu kita li-
hat bagaimana caranya supaya
murah. Mahal bukan berarti

Menurut saya,
pilkada langsung
masin merupakan
yang terbaik.”
Anas Urbaningrum

Ketua Umum DPP
Partai Demokrat

harus dihapuskan sistemnya,
tapi pelaksanaannya yang
harus kita koreksi dan bukan
malah mengubah sistemnya,”

papar Chairuman.

Senada dengan Chairuman,
Ketua Umum Dewan Pimpi-
nan Pusat Partai Demokrat
Anas Urbaningrum mengata-
kan pemilihan langsung bagi
kepala daerah masih meru-
pakan pilihan terbaik saat ini.
“Menurut saya, pilkada masih
merupakan yang terbaik. Kalau
memang ada ekses, itulah yang
harus kita benahi,” ujar Anas
saat meresmikan kantor Depar-
temen Hukum dan Perundang-
undangan DPP PD di Jakarta
seperti disitat Antara.

Menurut Anas, pemilu
kada merupakan koreksi dari
pelaksanaan pemilihan mela-

lui DPRD. Karena itu tidak
elok jika harus kembali seperti
sebelumnya. “Saya kira terlalu
tergesa-gesa jika pilkada harus
dihilangkan, lebih baik ek-
sesnya saja yang kita perbaiki,”
tambah Anas.

Sebelumnya Dirjen Oto-
nomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri Djoherman-
syah Djohan mengungkap-
kan usulan pemerintah agar
pengisian jabatan gubernur
dilakukan melalui mekanisme
pemilihan di DPRD. Hal itu
dilakukan untuk efisiensi
karena gubernur merupakan
perpanjangan tangan peme-
rintah pusat. (*/R-2)

WAWANCARA

TAUFIQURRAHMAN Sya-
huti adalah salah satu anggota
Komisi Yudisial (KY) yang ter-
pilih dari kalangan akademisi.
Dia mendapatkan 39 suara dari
total 55 suara, dalam uji kelaya-
kan dan kepatutan di Komisi III
DPR, beberapa waktu lalu.

Di era Jimly Asshiddigqie,
Taufiqurrahman pernah men-
jadi staf ahli Mahkamah Konsti-
tusi. Kariernya pernah sampai
pada posisi sekretaris anggota
Dewan Pertimbangan Presi-
den bidang Hukum dan Tata
Negara.

Kepada DPR, Taufiqurrah-
man menyatakan akan bekerja
tanpa beban jika terpilih men-
jadi anggota KY. Lantas, apa
saja yang menjadi prioritasnya
nanti sebagai anggota KY?
Berikut ini perbincangan war-
tawan Media Indonesia Setya-
wati dengan Taufiqurrahman

Menginginkan Peradilan yang Bersih

di Jakarta, pekan lalu. Berikut
petikannya.

Apa alasan Anda masuk
KY?

Kalau motivasi dari dalam,
kita melihat berita-berita me-
ngenai hakim ini. Bahkan di
kampung-kampung itu, mere-
kajuga datang ke rumah hakim
untuk bargaining tentang ringan
tidaknya putusan.

Saudara saya juga pernah
seperti itu. Hanya karena
perkelahian, tapi harus bar-
gaining juga dengan hakim.
Jadi memang dari hal yang
kecil sampai besar. Sepertinya
kalau saya di situ, saya bisa
ikut membantu negara agar
peradilan ini bersih. Jadi kita
ini hanya sekadar guardian,
penjaga kebersihan keadilan.

Apa yang Anda tawarkan

untuk KY?

Pengawasan hakim MK,
termasuk adanya promosi dan
mutasi. Itu harus ada reko-
mendasi dari KY. Jangan hanya
Mahkamah Agung (MA). Sebe-
lumnya kan eksekutif ikut
serta.

Perut dipegang eksekutif,
kepala dipegang MA. Terjadi
kritikan-kritikan. Sekarang me-
mang satu atap. Tapi ternyata
kekuasaan pimpinan MA ini
sangat menentukan sekali.
Kalau tidak sesuai dengan
pimpinan, bisa dipindahkan.

Independensinya terpenga-
ruhi lagi oleh birokrasi. Supaya
objektif. Karena ini belum ada
peraturannya, bolehlah me-
minta pertimbangan dari KY.

Selain itu, jangan sampai
hakim itu terjerumus, masuk
ke lubang pelanggaran etika.
Harus ada pendidikan un-

tuk calon-calon hakim, nanti
KY yang memberikan cu-
rriculum vitae-nya. Nanti juga
kerja sama dengan perguruan
tinggi.

Soal transpa-
ransi, saya akan
benahi. Hakim
itu kan ada

Taufiqurrahman Syahuti
Komisioner KY terpilih
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6.300-an. Kita akan berikan
data base, perkara yang pernah
diputus apa saja, di mana saja.
Ada track record putusan-putus-
an hakim. Jadi semua orang
bisa tahu. Kita akan kuatkan
di situ.

Apa perlu KY mengawasi
hakim MK juga?

Mestinya perlu. Karena kalau
kita berdebat tentang hakim,
hakim itu memeriksa dan me-
mutus. Selama ini, kalau ada
pelanggaran hakim MK, siapa
yang mengadu? Itu belum ada
mekanismenya. KY itu kalau
bisa jadi jaksa penuntut.

Bagaimana cara mengatasi
mafia peradilan yang melibat-
kan hakim?

Transparansi. Saya inginnya
mencegah saja. Jadi sebelum dia
melakukan pelanggaran etika,

dia berhitung sampai 30 kali.
Saya menginginkan peradil-
an yang bersih, sehingga orang
yang tidak ada duit juga bisa
menang. Pengacara pun tidak
repot-repot lagi minta duit.
Cukup memenangkan kasus
dengan argumentasi ilmunya.
Saya yakin pengacara juga
akan senang, karena dia akan
mengeluarkan argumentasi
sehebat-hebatnya. Kalau bisa
seperti itu, saya yakin rakyat
akan senang. Rakyat akan per-
caya pada sistem peradilan.

Apa sikap Anda terhadap
hakim yang mangkir ketika
dipanggil KY?

Sebetulnya itu bisa kena
sanksi. Ini kan KY menjalan-
kan UU. Jadi ini kan masalah
etika, bukan masalah pidana.
Ini kan harus ada sinergi de-
ngan MA. (P-4)




